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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Beba, 13 Mei 1988, agama Islam,
pekerjaan tukang masak, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Dusun Sawakung, Desa
Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalafr, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Boka, 27 Agustus 1984, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di JIn Poros Limbung
Boka, Dusun Boka, Desa Tinggimae,
Kecamatan Barombong, Kabupater Gowa,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.TkI,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

hari Ahad tanggal 17 September 2006 di rumah orang tua Penggugat di
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Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten
Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/67/1X/2006,
tertanggal 30 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina
rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sawakung, Desa
Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, setelah itu
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros
Limbung Boka (belakang PT Mega Mitra Energi Sejahtera) Dusun Boka,
Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Takalar,
selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
bersama di Jalan Poros Limbung Boka (belakang PT Mega Mitra Energi
Sejahtera) Dusun Boka, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong,
Kabupaten Gowa, selama10 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama;

- Anak |, umur 14 tahun
- Anak Il, umur 6 tahun;
Anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di
damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan; Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol
dan setelah Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah
dan menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul bahkan sampai
merusak barang-barang rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2017, Tergugat pergi
meminum-minuman beralkohol hingga larut malam, sampai dirumah
Tergugat datang dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat
menasehatinya untuk berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol (ballo)

tetapi Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat menggunakan
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benda tajam (badi), sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun
lamanya;

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan
dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia
bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun
lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum
untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut per bulan yang
diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua
anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai
dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim tunggalyang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) diatas
sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan yang diberikan
melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua
anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai
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dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan
kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Subsider :
Atau apabila hakim tunggalberpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim tunggaltelah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya mengalami
perubahan yakni pada dalil posita angka 2 Penggugat menambahkan bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah
orang tuanya dan di rumah orang tua Tergugat sedangkan selebihnya maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nomor 227/67/1X/2006 Tanggal 30
September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Sawakung, Desa Tamasaju,

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik kandung Penggugat sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi yang
bernama Sufriadi Dg. Ngawing;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang menikah tanggal 17 September 2006;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sawakung,
Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabuapten Takalar setelah
itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan
Poros Limbung Boka) belakang PT Mega Mitra Energi Sejahtera) Dusun
Boka, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa
selama 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di
kediaman bersama di Jalan Poros Limbung Boka, Desa Tinggimae,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
masing-masing bernama: Anak |, umur 14 tahun dan Anak Il, umur 6
tahun;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus;
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- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2014;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
dan sering menyakiti badan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu Penggugat kalau
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi hanya
melihat Tergugat sering mabuk jika pulang ke rumah sambil
marah-marah karena mencari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun
2017 sampai sekarang sudahberjalan 5 (lima) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena
sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Galesong
Utara dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersamanya dengan
Penggugat di Jalan Poros Limbung Boka, Gowa;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh harian di Gowa;

- Bahwa saksi tidak tahu upah yang didapatakan Tergugat setiap bulan;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, Saksi Il, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bonto Kappong, Desa Tinggimae.
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Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu
dua kali dengan Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat
bernama Sufriadi Dg. Ngawing;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
secara bergantian di rumah orang tua Penggugat Takalar dan di rumah
orang tua Tergugat di Gowa selama 1 (satu) tahun, setelah itu keduanya
tinggal di rumah bersama di Gowa selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar namun saksi hanya diberitahu Penggugat kalau
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2014;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga
mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun
2017 sampai sekarang sudahberjalan 5 (lima) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karen
sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
tetap tinggal di rumah bersamanya dengan Penggugat di Gowa;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;
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- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian di Gowa

- Bahwa saksi tidak tahu;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluraga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi
syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara
mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar,
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maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan
Agama Takalar;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggaltelah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol dan
setelah Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah dan
menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul bahkan sampai merusak
barang-barang rumah tangga sehingga pada tahun 2017, Tergugat pergi
meminum-minuman beralkohol hingga larut malam, sampai dirumah Tergugat
datang dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat menasehatinya untuk
berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol (ballo) tetapi Tergugat
marah-marah dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (badi),
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sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal
yang hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3  Tahun 2015, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti
yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,
maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan
Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 17 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 17 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi | dan Saksi ll, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
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syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga
saat ini telah berlangsung selama 5 tahun lamanya dan bahwa baik keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian agar Penggugat
dan Tergugat kembali hidup bersama membina rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tidak
mempunyai pengetahuan mengenai pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui penyebabnya melalui
Penggugat, sehingga hakim tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan 2 Penggugat tidak
mempunyai pengetahuan mengenai pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui penyebabnya itupun melalui
Penggugat, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang
dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah  rumahnya
Penggugat dan  Tergugat, peristwa mana merupakan indikasi tidak
harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim
tunggalberkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai
pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni
2005 vyang diambil alaih Hakim tunggaldalam pertimbangannya yang
menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian
yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai
kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan
secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10
November 2000 yang diambil alih Hakim tunggaldalam pertimbangannya yang
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menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan

telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah
sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat
didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa Tergugat
bekerja sebagai buruh harian di Gowa akan tetapi kedua saksi tidak mengetehui
besaran upah yang diterima oleh Tergugat adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim tunggaltelah menemukan fakta-fakta yang
disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai
dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

— Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 5 tahun lamanya;

— Bahwa kedua keluarga besar telah mengupayakan akan perdamaian antara
Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

berlangsung selama 5 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan
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Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada
komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta
Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya
ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat
menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut
disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih
berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Hakim tunggalberpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang
sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

psAl LY Gy b ) des s B350 oSin dans L) 1Sl g oSadil e S0 I8 O AT (e
O Sah
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh yang
berbunyi :

cliad) Gla e o 2 auliall 5

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam
hal ini Hakim tunggalperlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut :

Aall aldll agle sl Lea g A g3l e ane 23N o)l

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tunggalmemandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

il (8l ol g0 dme B Las eI 0S5 530 il sie ) sl A 5 300 Ay aldll (sl La) g i 1304
AL 4l il Legin #3laY) oo (ol Jae 5 Legd
Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba’in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Hakim tunggalberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat,
(Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Takalar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
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ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(ihd ol olgy) ad B ¥ Al ged any ald cpaluall ASs e WS ) ed (g

Artinya : Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan
gugur haknya;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(YER-Y- Y1) e aSall s &l 5 (s seal) glass Sl o a s) 4 ) sil o jluzaal H3ad )

Artinya : Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa dalil petitum Penggugat pada angka 3 mengenai
nafkah pemeliharaan (hadhanah), Hakim akan mempertimbangkannya lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah
kepada anaknya setelah terjadinya perceraian adalah merupakan kewajiban
yang imperatif dan tidak terputus yang harus dipenuhi oleh seorang ayah sesuai
dengan kemampuannya, dan berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat bekerja

sebagai buruh harian, yang tidak diketahui seberapa besar upah yang diterima
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olehnya sehingga Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai
besaran nafkah pemeliharaan (hadhanah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak
ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), Hakim berpendapat demi rasa keadilan
dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur empat
belas tahun dan enam tahum yang tentunya masih dalam masa anak-anak dan
remaja, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, serta
disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah yang bekerja sebagai
buruh harian, maka Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak, dengan
kenaikkan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak
untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup
anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping
diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf
C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak
hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan
20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya
pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas maka selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk
membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak |, umur 14
tahun dan Anak Il, umur 6 tahun kepada Penggugat minimal sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikkan 10 %
(sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, di luar
biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
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Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan
dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan
Hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17
Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka
perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah)
untuk dua orang anak yang bernama Anak I, umur 14 tahun dan Anak Il,
umur 6 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan
yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh)
sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya
pendidikan dan kesehatan;

5.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari
2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Radjab 1443 Hijriah, oleh Bahjah
Zal Fitri, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim oleh
Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Tkl, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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hakim tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd
Bungatang, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 580.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.
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